
BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

NOMOR 5 TAHUN 2012 

TENTANG 

PEDOMAN STANDARDISASI NASIONAL 

NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG STANDARDISASI 

DAN KEGIATAN YANG TERKAIT - ISTILAH UMUM 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

KEPALA BADAN STANDARDI SASI NASIONAL, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 

ayat (1) Peraturan Pemerintah Namar 102 Tahun 

2000 ten tang Standardisasi NasianaI, Badan 

Standardisasi Nasiona l menyusun dan 

menetapkan Pedoman di bidang standardisasi 

nasional; 

b. bahwa untuk memberikan jaminan kesamaan 

pengertian dan konsistensi penggunaan isti lah 

dalam kegiatan di bidang standardisasi dan 

kegiatan yang terkait, diperlukan Pedoman 

Standardisasi Nasional; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peratu ran Kepala Badan 

Standardisasi Nasional ten tang Pedoman 

Standardisasi Nasianal Namar 07 Tahun 2012 

ten tang Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait -

Istilah Umum; 

Mengingat. .. . 
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1. Peraturan Pemerintah Nomer 102 Tahun 2000 

ten tang Standardisasi Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4020); 

2. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 200 1 

ten tang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kcwcnangan, 

Susunan Organisasi, dan Tata Kcrja Lembaga 

Pemerintah Non Departemen; 

3. Keputusan Presiden Nomor 13/M Tahun 2008 

tentang Pengangkatan Kepala Badan 

Standardisasi Nasional; 

4 . Keputusan KcpaJa Badan Standardisasi Nasional 

Nomor 965/BSN-I /HK.35/05/2001 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Badan Standardisasi 

Nasional sebagaimana tclah beberapa kali diu bah 

terakhir dengan Peraturan Kcpala Bad an 

Standardisasi Nasional Nomer 4 Tahun 2011; 

MEMUTUSKAN: 

PEDOMAN STANDARDISASI 

TAHUN 2012 TENTANG 

NASIONAL NOM OR 07 

STANDARDISASI DAN 

KEGIATAN YANG TERKAIT- I STILAH UMUM. 

PasaI 1 

Pedoman Standardisasi Nasional Nomer 07 Tahun 2012 ten tang 

Standardisasi dan Kegiatan yang Terkait - Istilah Umum sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, sebagai pedoman yang wajib 

diacu oleh semua pihak dalam melakukan kegiatan di bidang 

standardisasi dan kegiatan yang terkait. 

PasaI 2 . ... 

[)\SI(·SKIJO ,N'I'. .... TUII.lH"_ ....... P8>I 01"""" """"'.110< 
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Pasal 2 

Pedoman Standardisasi Nasional Nomor 07 Tahun 2012 sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran Peraturan ini, merupakan satu kesatuan dan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan inL 

Pasal 3 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan ini diundangkan dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal I Mei 20 12 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

ttd 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 

BAM BANG SETIADI 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

ttd 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 518 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas, 

LAMPIRAN l. ... 

D.\SI'i-6K\2Q IN'EIIIIll.f\AHIII.IIINt """",on PCtI 0 7 ............ _ 
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LAMPIRAN 

PERATURAN KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

NOMOR : 5 TAHUN 2012 

TANGGAL : 1 Mei 2012 

STANDARDISASI DAN KEGIATAN YANG TERKAlT - ISTILAH UMUM 

Ruang lingkup 

Pedoman ini menetapkan istilah dan definisi umum yang berkaitan 

dengan s tandardisasi dan kegiatan yang terkait. Hal ini dimaksudkan 

untuk memberikan kontribusi yang mendasar terhadap pemahaman 

antara pemangku kepentingan untuk menunj ang standardisasi baik di 

tingkat internasional, regional mau pun nasional. Hal ini juga ditujukan 

untuk menyediakan sumber yang mudah diakses baik untuk mengajar 

maupun digunakan sebagai referensi, khususnya teori dasar dan prinsip 

praktis dari standardisasi, sertifikasi dan akreditasi laboratorium. 

Pedoman ini tidak dimaksudkan untuk menduplikasi definisi dari istilah 

yang telah didefinisikan terlebih dahulu oleh lernbaga internasiona l. 

CATATAN 1 Dalarn hal ini termasuk istilah dan definisi yang ditetapkan 

oleh International vocabulary of basic and general tenns in metrology (VIM) 

yang disiapkan bersarna-sarna oleh ISO, IEC, BIPM, IFCC, IUPAC, IUPAP, 

dan OIML, dipublikasikan tahun 1993 (edisi kedua). 

CATATAN 2 Disarnping istilah diberikan dalarn bahasa resrni ISO dan IEC 

(Inggris, Perancis dan Rusia), istilah yang sarna artinya juga disediakan 

oleh negara anggota yang relevan rnenggunakan bahasa: 

- Jerman (de) 

1).\SI(.SI(UO ' 2'PIlRATUR.O.H'I'« ...... pw 01 ....... ........,_ 



J e rman (de); 

Spanyol (es); 

Ital ia (it); 

Belanda (nl) ; 

Swedia (sv). 

Indonesia (id) 

Acuan normatif 
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Dokumen acuan berikut sangat diperlukan untuk penggunaan dokumen 

ini. Untuk acuan bertanggal, hanya edisi tcrsebut yang digunakan . Untuk 

acuan tak bertanggal, edisi terakhir dari dokumen acuan (termasuk setiap 

amandemennya) yang digunakan. 

ISO/IEC 17000, Conformity assessment - Vocabulary and general 

principles. 

1 Standardisasi 

l.l 

standardisasi 

proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan merevisi standar, 

yang dilaksanakan secara tertib dan bekerjasama dengan semua pihak. 

CATATAN 1 Khususnya, kegiatan tcrdiri dari proses perumusan, 

penerbitan dan pcnerapan standar. 

CATATAN 2 Keuntungan utama kegiatan standardisasi adalah 

peningkatan kesesuaian produk, proses dan jasa untuk mcncapai sasaran 

yang diharapkan, mencegah hambatan perdagangan dan memperlancar 

kerjasama tekn is. 

1.2 ... . 
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s ubyek standardisasi (subject of standardization) 

tepik yang dis ta ndarka n 

CATATAN 1 Kala "produk", "proses", atau "jasa" yang digunakan dalam 

pedoman ini mencakup subyek standardisasi dalam arti luas dan 

sebaiknya dipahami secara berimbang yang mencakup, misalnya, 

material, komponen, pera iatan, sistem, a nta r muka (interface), protokol, 

prosedur, fungsi, metode atau kegiatan. 

CATATAN 2 Standardisasi dapa t dibatasi untuk aspck tertentu dari suatu 

subyek standardisasi, misalnya, dalam kasus sepatu, kriterianya dapat 

dista ndardisasi secara terpisah untuk ukura n da n ketaha nannya. 

1.3 

bidang standardisasi 

kclompok subyek standardisasi yang saling berkaitan. 

CATATAN Misalnya, rekayasa, transportasi, pertanian, besaran dan 

satuan. 

1.4 

tahap perkembangan terkini (s tate of the art) 

taha p perkemba ngan kemampuan teknik da ri prod uk, proses da n jasa 

pada wa ktu tertentu, berdasa rkan temuan terpadu da ri ilmu, teknoiogi 

dan penga iaman yang relevan. 

1.5 

kaidah teknologi yang diakui 

ketentuan teknis yang diakui oteh mayoritas perwakilan paka r yang 

menggambarkan tahap perkemba ngan terkini. 

CATATAN ... . 
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CATATAN Suatu dokumen normatif mengen a l s ubyek teknis, j ika 

dipersiapkan dengan kerja sarna dari pihak yang berkepentingan melalui 

prosedur konsultas i dan konsensus, maka dokumen tcrsebut dianggap 

sebaga i ka idah teknologi yang diakui untuk ditetapkan. 

1.6 

tingkat standa rdi sasi 

luas cakupan keterlibatan aspek geografi , politik atau ekonomi dala m 

s ta nda rdisasi. 

1.6.1 

standa rdisasi internasional 

kegiatan standardisasi yang terbuka bagi keikutsertaan lcmbaga relevan 

da ri semua negara. 

1.6.2 

s ta ndardisasi region a l 

kegiatan standa rdisasi yang terbuka bagi ke ikutsertaan lembaga relevan 

dari negara-negara dala m satu wi laya h geogra fi, politik atau ekonomi. 

1.6.3 

standardisasi nasiona l 

kegiatan s ta ndardisasi yang dilaksana ka n pada suatu negara tertentu. 

CATATAN Di suatu negara atau wilayah suatu negara, kegiatan 

standardisasi dapat dilaksanakan pada tingkat sektor (misalnya 

departemen), pada tingkat lokai, tingkal cabang asosiasi. perusahaan 

indus tri, pabrik, tempat kerj a dan kanto r. 

1.7 .... 

o ISI(.GI<1lC 'l"POIIIT~ .... .., "lIN 0' .............. _ 
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persetujua n umum , yan g d ici rikan dengan tidak ada nya pertentangan 

mendasar antara pihak berkepentingan dan dila kukan dcngan proses 

ya ng m empertimban gka n panda ngan semua piha k s e rta menyelesaikan 

pertenta nga n yang a da. 

CATATAN Konsen s u s tidak ha rus membutuhkan sua ra 100% setuju 

2 Tujuan standardisasi 

CATATAN 1 Tujuan umum sta ndardisa si da pat dijabarkan dari definisi 

1.1. Standa rdi sasi clapat mempunya i satu ata u lebih tujuan khusus, 

untuk membua t produk, proses atau jasa sesuai dengan peruntukannya. 

Tujuan dapa t be rupa pengendalia n kcragama n . kegunaan , kompa tibi litas, 

mampu tukar, keseha ta n , keselama ta n , perlindunga n lingkungan, 

perlindungan produk, saling pengertian, kinerj a ekonomi dan 

perdagangan, namun tidak terbata s pada ha l te rsebut dan dapat saling 

tum pa ng tindih. 

CATATAN 2 Tujuan standardisasi ses ua i dengan Peratura n Pemerintah 

Namar 102 Tahun 2000 ten tang Standardisasi Nasianal Pasal 3 yaitu 

meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, tenaga 

kerja, dan ma syara kat lainnya baik untuk kesela mata n , keamanan, 

kesehata n ma upun pelestaria n fun gsi lingkungan hid up; membantu 

kelancaran perdagangan; dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat 

dalam perda ga ngan. 

2.1 

kesesuaian dengan perun tukan 

kema mpuan produk, proses ata u jasa un tuk memenuhi maksud yang 

diinginkan dalam ko ndis i te rtentu. 

2.2 .... 

D\SI(·$IW01N>t! .... '_ ........... PSNa' _.......,_ 
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kompatibilitas 
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kesesuaian produk, proses atau jasa untuk digunakan secara bersamaan 

pacta kondisi tertentu un tuk memenuhi persyara tan yang terkait tanpa 

menga kibatka n interaks i yang tida k dapat diterima. 

2.3 

mampu tukar 

kema mpuan sebuah produk, proses a tau jasa untuk da pat sal ing 

dipertukarkan penggunaannya untuk mem enuhi persyaratan yang sarna. 

CATATAN As pek rungsionai mam pu tukar di sebut "mampu tukar 

fun gsional" dan aspek dimensi disebul "mampu tukar dimensiona l". 

2.4 

pengendalian keragaman 

pemilihan a ngka optimum dari suatu ukuran a ta u jenis produk, proses 

atau jasa untuk memenuhi kebuluha n yang lazim. 

CATATAN Pengendalian 

pengurangan k eragaman. 

2.5 

keselamatan 

keragaman umumnya 

bebas dari risiko kerusa kan yang tidak dapat dite rima. 

berkaitan dengan 

CATATAN Da lam standa rdi sasi, keamanan/keselamatan produk, proses 

atau jasa umumnya dipertimbangkan untuk mencapa i keseimbangan 

optimum da ri sejumlah fa ktor, termasuk faktor non teknis seperti 

kebiasaan manusia, yang akan mengura ngi ri s iko bahaya atau kerusakan 

yang da pat dihindarkan te rhadap manusia dan barang sampai tingkat 

yang da pat d iterima . 

2.6 .... 
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perlindungan lingkungan 

pemcliharaan lingkungan terhadap kerusakan yang tidak diinginkan dari 

pengaruh dan penggunaan produk, pelaksanaan proses atau jasa. 

2.7 

perlindungan produk 

perlindungan tcrhadap produk dari pengaruh iklim atau kondis i 

merugikan lainnya selama pemakaian, pengangkutan atau penyimpanan . 

3 Dokumen normatif 

3 .1 

dokumen normatif 

dokumen yang memuat aturan , pedoman atau karakteris tik kegiatan atau 

hasilnya. 

CATATAN 1 Is tilah "dokumen normatir' ada la h istila h umum yang 

mencakup dokumen seperti s tandar, spesifikasi teknik, petunjuk 

pelaksanaan dan peraturan. 

CATATAN 2 "Dokumen" yang ha rus dipaha mi sebagai suatu media yang 

berisi rekaman informasi di dalamnya. 

CATATAN 3 Peris tilahan untuk berbagai jenis dokumen norma tif yang 

berbeda didefini s ikan dengan mempertimbangkan dokumen dan is inya 

sebaga i satu kesatuan. 

3 .2 . ... 



3.2 

standar 
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spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan termasuk tata cara dan 

metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak yang terkait 

dengan memperhatikan syarat-syara t keselamatan, keamanan, kesehatan, 

lingkungan hid uP. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. serla 

pengalaman, perkembangan masa kini dan masa yang akan datang untuk 

memperoieh manfaat yang sebesar-besarnya. 

CATATAN Standar seharusnya berla ndaskan pada hasil terpadu da ri ilmu 

pengetahuan, teknologi dan pengalaman serta ditujukan un tuk 

meningkatkan manfaat bagi masyarakat secara optimum. 

3.2.1 

s ta nda r publik (publicly available standard) 

CATATAN Berdasarkan a tas s tatusnya sebagai standar maka standar 

publik tersebut ba ik amandemen maupun revisinya sesuai dengan 

keperluannya untuk mengikuti perkembangan iptek terkini, maka standar 

internas ional (3.2. 1.1). regional (3.2.1.2). dan nasional (3.2.1.3) dapat 

dia nggap sebagai dukungan terhadap kaidah teknologi yang diakui. 

3 .2.1.1 

s tandar internasional 

standar yang ditetapkan oleh organisasi standard,·sas,. in ternasional da n 
tersedia bagi publik. 

3.2.1.2 

standar regional 

standar yang ditetapkan 

tersedia bagi publik. 
oleh organisasi standardisasi regional dan 

3.2. 1.3 .. .. 
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standar nasional 
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CATATAN Standar nasional yang bcrlaku di Indonesia adalah Standar 

Nasional Indonesia (SNI) yaitu stan dar yang ditetapka n oleh Badan 

Standardisasi Nasional dan berlaku secara nasional. 

3.2.2 

standar lain 

CATATAN Standar dapat ditetapkan berdasarkan pad a kepentingan 

tertcntu, sebagai contoh stan da r perusahaan dan standar asosiasi. 

Standar seperti ini mungkin mempunyai dampak geografis mencakup 

beberapa negara. 

3.3 

spesifikasi teknis 

dokumen yang menguraikan persyaratan teknis yang harus dipenuhi oleh 

prod uk. proses atau jasa. 

CATATAN 1 Bila diperlukan, suatu spesifikasi teknis harus menunjukkan 

prosedur untuk menentukan apakah persyaratan teknis yang ditetapkan 

telah dipenuhi. 

CATATAN 2 Suatu spesifikasi teknis dapat merupakan standar, baik 

bagia n dari standar atau yang berdiri sendiri . 

3.4 

petunjuk peiaksanaan 

dokumen yang merekomendasikan praktik atau prosedur untuk desain. 

manufaktur, pemasangan , pemeliharaan atau penggunaan peralatan , 

struktur atau produk. 

CATATAN .... 



BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

- 13 -

CATATAN Petunjuk peiaksanaan dapat merupakan standar, bagian dari 

stan dar atau standar yang berdiri sendiri. 

3.5 

peraturan 

peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara 

umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat 

yang berwenang mela lui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan 

Perundang-undangan. 

3.5.1 

Peraturan Menteri atau KepaJa LPNK ten tang standar 

peraturan tertulis yang memuat persyarata n tcknis, baik secara langsung 

maupun dengan mengacu atau dengan memasukkan substansi suatu 

stanctar, spesifikasi tcknis atau petunjuk pelaksanaan. 

3.5.2 

peraturan teknis 

peraturan yang memberlakukan secara wajib sebagian atau keseluruhan 

parameter dalam Standar Nasional Indonesia. 

CATATAN Peraturan teknis dapat di lengkapi dengan petunjuk teknis yang 

menguraikan cara pemenuhan terhadap persyaratan dalam peraturan 

teknis terse but, misalnya, keharusan memenuhi suatu ketentuan. 

4 Lembaga penanggungjawab standar dan regulasi 

4.1 

Jembaga 

(penanggung jawab standar dan regulasi) satuan legal atau administrasi 

yang memiliki tugas dan komposisi yang spesifik. 

CATATAN .... 
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CATATAN Contohnya: organtSaSl, pihak berwenang, perusahaan dan 

yayasan. 

4.2 

organisasi 

lembaga yang keanggotaannya berasal dari lembaga lain atau perorangan 

dan yang mempunyai legalitas hukum serta administrasi sendiri. 

4.3 

lembaga standardisasi 

lembaga yang diakui kegiatannya di bidang s tandardisasi. 

4.3.1 

organisasi s tandardi sasi regional 

organisasi s tandardisasi yang keanggotaannya terbuka bagi lembaga 

nasional yang relevan dari tiap negara hanya dalam satu wi layah geografi , 

politik, atau ekonomi yang sarna. 

4.3.2 

organisasi standardisasi internasional 

organisasi standardisasi yang keanggotaannya terbuka bagi Jembaga 

nasional yang relevan dari setiap negara. 

4.4 

lembaga standar 

lembaga standardisasi yang diakui pada tingkat nasional, regional atau 

internasional, memiliki fungsi utama dan pendiriannya berdasarkan 

keputusan untuk menyiapkan, menyetujui atau menetapkan stan dar yang 

tersedia bagi publik. 

CATATAN Lembaga standar dapat memiliki fungsi utama lainnya. 

4.4.1. ... 
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lembaga standar nasional 

lembaga standar yang diakui pada tingkat nasional yang memenuhi syarat 

menjadi anggota organisasi standar internasional atau regional. 

4.4.2 

organisasi standar regional 

organisasi standar yang keanggotaannya terbuka bagi Icmbaga nasional 

yang relevan dari setiap negara dalam satu wilayah geografi, poli tik atau 

ekonomi. 

4.4.3 

organisasi standar internasional 

organisasi standar yang keanggotaannya terhuka bagi Jcmbaga nasional 

yang relevan dari setiap negara. 

4.5 

pejabat yang berwenang 

pejabat yang memiliki kewenangan yang diberikan oleh Peraturan 

Perundang-undangan. 

5 Jenis standar 

CATATAN Isti lah dan definisi berikut tidak dimaksudkan u n tuk 

memberikan klasifikasi sistimatis atau daftar lcngkap jenis standar yang 

mungkin ada dan hanya menunjukkan jenis standar umum serta tidak 

bersifat mutlak. Contoh: suatu standar produk da pat juga diangga p 

sebagai standar pengujian bila memuat cara uji karakteristik prod uk 

tersebut. 

5.1. ... 
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standar yang mempunyai cakupa n (uas atau mcmuat ketentuan umum 

untuk satu bidang tertentu. 

CATATAN Suatu standar dasar dapat berfungsi sebagai standar yang 

langsung diterapkan atau sebagai dasar untuk s tandar la in. 

5.2 

standar istilah 

standar yang berkaitan dengan istilah, biasanya dilengkapi dengan 

definisi, dan kadang-kadang dengan catatan penjelasan , ilustrasi, contah, 

dan sebagainya. 

5.3 

standar pengujian 

standar yang berkaitan dengan metode uji, kadang-kadang dilengka pi 

dengan ketentuan lain yang berhubungan dengan pengujian, seperti 

pengambilan contah, penggunaan metode statistik, urutan pengujian. 

5.4 

standa r produk 

standar yang menspesifikasikan persyaratan yang harus dipenuhi otch 

produk atau kclompok produk untuk menctapkan kesesua ian dengan 

peruntukannya. 

CATATAN 1 Sua tu s tanda r prod uk disamping da pat menca kup 

persyara tan kesesuaian dengan perun tukannya, secara langsung atau 

dengan mengacu, aspek-aspek seperti istila h, pengambilan contoh, 

pengujian, pengemasan, pelabelan dan kadang-kadang persyaratan 

proses. 

CATATAN 2 .... 

O~lN'1!II.ATlAO.N"_I>$NO' __ _ 



BADAN STANDARDISASI NASIONAL 

- 17 -

CATATAN 2 Standar produk dapat lengkap atau tida k, tergantung dari 

a pakah standar terse but memuat semua atau sebagian persyara tan yang 

diperluka n. Dalam ha l ini mungkin untuk membcclakan antara standar 

dimensi, material dan standar teknis . 

5.5 

stan da r proses 

standar yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu proses, 

untuk menentukan kesesu aian dengan peruntukannya. 

5.6 

standar jasa 

standar yang memuat persyaratan yang harus dipenuhi olch suatu jasa, 

untuk menen tukan kesesuaian dengan peru ntukannya. 

CATATAN Standar jasa dapat dirurnuska n untuk kegiatan seperti binatu , 

pcrhotela n, transportasi, pemeliharaan kendaraan bermotor, 

telekomunikasi, asura ns i, perbankan, da n perdagangan. 

5.7 

s ta nda r a ntar muka (interface st,andardj 

s ta ndar yang memuat persyaratan berkenaan denga n kompatibilitas 

produk atau sistern pad a titik keterhubunga n. 

5.8 

standar data 

standar yang memuat daftar karakteristik dalam bentuk nilai atau data 

la in yan g harus dinyatakan un tuk me mberika n s pesifika s i terhadap 

produk. proses atau jasa. 

CATATAN .... 

o 1P;·GK\:C, :rPalATVItNt_II",on PS. .. 07 -....-....,. 
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CATATAN Beberapa standar secara khusus menyediakan data yang harus 

dinyatakan baik oleh pemasok maupun pembeli. 

6 Harmonisasi s tandar 

CATATAN Peraturan teknis dapal diharmonisasikan seperti halnya 

s tandar. Kesetaraan istilah da n definis i da pat diperoleh dengan 

menggantikan kata "standar" dengan "peraturan teknis" seperti dalam 

definisi 6 .1 hingga 6.9 dan "bada n s tandardisas i" dengan "piha k 

berwenang" seperti dalam definis i 6. J. 

6. 1 

standar harmonis 

standar ekivalen 

s ta nda r dengan subyek sa rna yang disahkan oleh bada n s ta nda rdisasi 

yang berbeda , yang menetapkan mampu tukar produk, proses dan jasa, 

atau saling pengakuan atas hasil uji atau informasi yang tercantum di 

daJam standa r tersebut. 

CATATAN Dalam defini si Int , standar yang diharmonisasikan mungkin 

berbeda dalam cara penyajian alau bahkan su bstansinya, misalnya, 

dalam catatan penjelasan, petunjuk cara pemenuha n persyaratan 

standar, pilihan alternatif dan keragaman. 

6 .2 

s tandar yang di seragamka n 

standar harmonis yang identik da lam substansi namun berbeda dalam 

cara penyajia nnya. 

6 .3 . standa r . .. . 
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standar harmon is, yang iclentik baik substansi maupun cara 

penyaJlannya. 

CATATAN 1 ldentifikasi standar mungk in berbeda. 

CATATAN 2 Standar harus dilcrjemahkan denga n tepat bila bahasa yang 

digunakan berbeda. 

6.4 

standar harmon is sceara intcrnasional 

standar yang diharmonisasikan dcngan suatu standar internasional. 

6.5 

standar harmon is sceara regional 

standar yang diharmonisasikan dengan suatu standar regional. 

6.6 

standar harmonis secara multilateral 

standar yang diharmonisasikan oleh lebih dari dua badan standardisasi. 

6.7 

standar harmon is sceaTa bilateral 

standar yang diharmonisasikan oleh dua badan standardisasi. 

6.8 

standar selaras (aligned standard) sceara uni lateral 

standar yang diselaraskan dengan stan dar lain sehingga produk, proses, 

jasa, pengujian dan informasi yang dihasilkan sesuai dengan s tandar awal 

dan memenuhi persyaratan standar berikutnya, akan tetapi tidak 

sebaliknya. 

CATATAN .... 

p\Slt-SlC\2llIZOPERATt.ftAtt_ PSH 01 __ _ 
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CATATAN Standar yang disclarask an secara unilatera l t idak harmonis 

(atau ekuivalen) den gan stan dar awal. 

6.9 

standar yang dapa l dibandingkan 

standa r untuk prod uk, proses alau ja sa yang sarna, yang disahkan oleh 

bada n standardisasi ya ng berbeda , dimana persyaratan yang berbeda, 

didasarka n pacta kara kteristik yang sarna da n dinilai menggunakan 

mctode yang sarna , schingga clapal dila kuka n perba ndingan secara pasti 

terhada p perbedaa n c1 a la m persyaratan terse but. 

CATATAN Standar yang clapat clibandingkan buka n standa r harmonis 

(a tau ekuivalen). 

7 l si dokumen normatif 

7.1 

ketentuan 

ungka pan dala m dokumen norma tif, berupa pernyataa n , instruksi, 

rekomendasi atau persyaratan. 

CATATAN Jenis ketenluan te rSe bul dibedakan sa tu sarna la in oleh ka ta 

kerja yang digunakan, rnisalnya , in s truksi berna da perintah, rekomendasi 

menggunakan kata "sebaiknya" dan persya ratan menggunakan kata 

"harus" , 

7.2 

pernyataan 

ketentua n yang rnenga ndung rna kna inforrnas i. 

7.3 .. .. 
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keten tuan yang mengandung makna tindakan yang harus dilaksanakan. 

7.4 

rekomendasi 

ketentuan yang mengandung makna saran atau petunjuk. 

7.5 

persyaratan 

ketentuan yang mengandung makna kri teria yang harus dipcnuhi. 

7.5.1 

persyaratan eksklusif 

persyaratan wajib 

persyaratan dalam suatu dokumen normatif yang harus dipenuhi agar 

sesuai dengan dokumen te rsebut. 

CATATAN rstilah "persyaratan wajib" sebaiknya hanya digunakan untuk 

persyaratan yang ditetapkan olch perundang-undangan atau regulasi. 

7.5.2 

persyaratan pilihan 

persyarata n dalam dokumcn normatif yang harus dipenuhi agar sesual 

dengan pilihan tertentu yang diperbolehkan dalam dokumen tersebut. 

CATATAN Persyaratan pilih an dapat berupa: 

a) salah satu dari dua atau lebih persyaratan alternatif; atau 

b) persyaratan tambahan yang harus dipenuhi hanya bila dapat 

diterapkan atau sebaliknya dapat diabaikan. 

7.6 .... 
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keharusan memenuhi ketentuan 

ketentuan yang mengindikasikan satu atau lebih cara untuk memenuhi 

persyaratan dalam dokumen normatif. 

7.7 

ketentuan deskriptif 

ketentuan untuk kesesuaian dengan peruntukan yang memperhatikan 

karakteristik prod uk, proses atau jasa. 

CATATAN Ketentuan deskriptif umumnya memuat desain. detil konstruksi 

dan sebagainya dengan dimensi dan komposisi material. 

7.8 

ketentuan kinerja 

ketentuan untuk kesesuaian dengan peruntukan yang memperhatikan 

perilaku produk, proses atau jasa dalam penggunaannya atau yang 

berkaitan dengan penggunaannya. 

8 Struktur dokumen normatif 

8.1 

batang tubuh (dokumen normatiD 

kumpu\an ketentuan yang terdiri dari substansi dokumen normatif. 

CATATAN 1 Untuk standar, batang tubuh terdiri dari clemen umum 

berkaitan dengan subyek dan definisi serta clemen utama yang memuat 

ketentuan. 

CATATAN 2 .... 

o 1SIWIINO' 7If'£AAI1JfII<N_ ... I'SH 01....." ........ <IOe 
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CATATAN 2 Untuk kemudahan, bebcrapa bagian dari batang tubuh 

dokumen normatif dapat bcrbentuk lampiran ("lampiran normatiC') namun 

lampiran (informatiD lain hanya merupakan clemen tambahan. 

8.2 

elemen tambahan 

informasi yang terda pat dalam dokumen normatif tcta pi tidak 

mempengaruhi substansinya. 

CATATAN Sebagai contoh pada s tandar, elemen tambahan da pat berupa 

detil publikasi, prakata dan catalan. 

9 Persiapan dokumen normatif 

9 .1 

program standar 

jadwal kerja badan s tandardisasi , yang menguraikan kegiatan 

standardisasi yang sedang berlangsung. 

9.1.1 

proyek standar 

kegiatan spesifik dalam program standar. 

9.2 

konsep standar 

usulan standar yang siap untuk ditanggapi, dikon sensuskan a tau untuk 

disetujui . 

9.3 .... 
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masa berlaku dokumen normatif, sejak tanggal diberlakukan ("tanggal 

efektir') hingga tanggal penarikan kembali pergantiannya. berdasarkan 

keputusan Jcmbaga yang bertanggungjawab. 

9.4 

peninjauan kemba li 

kegiatan memeriksa dokumen normatif untuk menentukan apakah akan 

diberlakukan kemba li, diubah atau dicahut. 

9.5 

koreks i 

memperbaiki kesalahan cetak , kesalahan bahasa atau kesalahan lain 

pada dokumen norma ti f ya ng ditc rbitkan. 

CATATAN B ila perlll hasil koreksi dapat disampaikan dengan menerbitkan 

lembaran koreksi terpisah atau sebagai edisi baru dokumen normatif 

terse but. 

9.6 

amandemen 

modifikas i, penambahan atau penghapusan bagian tertentu dari lSI 

dokumen normatif. 

CATATAN HasH amandemen dokumen normatif umumnya disampaikan 

dengan menerbitkan lembaran amandcmen secara tcrpisah. 

9.7 

revis i 

mcmasukkan semua perubahan yang diperlukan pada substans i dan 

penyaj ian dokumc n normatif. 

CATATAN . ... 
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CATATAN Hasil revisi disampaikan dengan menerbitkan edisi baru 

dokumen normatif tersebut. 

9.8 

cctak ulang 

cetakan baru tanpa perubahan dari dokumen normatif. 

9.9 

edisi bam 

cetakan baru yang mencakup perubahan dokumen normatif edisi 

sebelumnya. 

CATATAN Mcskipun hanya isi lembar koreksi atau lembar amandemen 

ditambahkan pada teks dokumen normatif, terbitan baru ini disebut edisi 

baru. 

10 Implementasi dokumen normatif 

U CATATAN Dokumen normatif da pat "diterapkan" dengan dua cara 

berbeda. Yaitu diterapkan di produksi, perdagangan dshnya, atau dapat 

diambil alih sebagian atau secara keseluruhan ke dalam dokumen 

normatif lain. Kemudian, dokumen normatif tersebut dapat diterapkan, 

bahkan dapat dimuat kembali kedalam dokumen normatif lainnya. 

10.1 

mengambil alih standar internasional (dalam dokumen normatif nasional) 

penerbitan dokumen normatif nasional berdasarkan standar internasional 

yang relevan, atau penetapan bahwa s tandar internasional tersebut setara 

dengan status dokumen normatif nasional, disertai identifikasi deviasi 

standar internasional tadi. 

CATATAN .... 
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CATATAN Kadang-kadang digunakan isti lah "adopsi" untuk konsep "ambit 

alih" contoh: "adopsi standar internasional ke dalam standar nasional". 

10.2 

penerapan dokumen normatir 

pemakaian dokumen normatif dalam produksi, perdagangan dan 

sebagainya. 

10.2.1 

penerapan langsung dari standar internasional 

penerapan s tan dar internasional tanpa mcmperdulikan pengambilalihan 

standar internasional tcrsebut ke dalam dokumen normatif lain . 

10.2.2 

pCllcrapan standar in ternasional secara tak langsung 

penerapan stan dar internasional setelah standar internasional diambil 

alih ke dalam dokumen normatif lain. 

11 Standar yang diacu dalam regulasi 

11.1 

standar yang diacu (dala m regulasi) 

satu atau lebih standar yang diacu sebagai pengganti ketentuan rinci 

dalam regulasi. 

CATATAN 1 Standar yang diacu dilakukan dengan memberi tanggal , tanpa 

tanggal atau secara umum, dan bersifat eksklusif atau indikatif. 

CATATAN 2 Standar yang diacu dapat dikaitkan dengan ketentuan legal 

yang lebih umum seperti tahap perkembangan terkin i (state oj the art) 

atau kaidah teknologi yang diakui (acknowledged ru le oj technology) . 

Ketentuan seperti ini dapat berdiri sendiri . 

11.2 .... 
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acuan bcrtanggai (pada standar) 

acuan terhadap standar yang mengidentifi kasikan satll atau lebih standar 

spesifik sedemikian hingga r eVISI standar sesuda h tanggal yang 

dicantumkan tidak bolch diterapkan tanpa mengubah regulasinya 

CATATAN Standar umuffinya diidentifikasi dengan nomor dan tanggal 

atau edisinya. Juclul standar c1apat juga diberikan. 

11.2.2 

aeuan tanpa tanggal (pada standar) 

aeuan terhadap standa r ya ng mengidentifikasi satu atau lcbih standar 

spesifik sedemikian sehingga revisi dari standar yang dilakukan kemudian 

c1apat ditcrapkan tanpa pe rlu memodifikasi rcgu lasi. 

CATATAN Standar hanya di identifikasi dengan nomor. Judui standar 

dapatjuga d iberikan. 

11.2.3 

aeuan umum (ke standar) 

aeuan terhadap standa r yang menunjukkan semua stan dar dari lembaga 

tertentu dan/atau standar bidang tertcntu tanpa idcntifikasi masing­

masmg. 

11.3 .... 



u 

BADAN STANDARDISASI NASIONAL 
- 28-

11.3 Kekuatan acuan 

11.3. 1 

acuan eksklusif (ke standar) 

acuan terhadap standar yang menyatakan bahwa satu-satunya jaJan 

untuk memenuhi persyaratan relevan dari suatu regulasi teknik adalah 

dengan memenuhi s tandar yang diacu 

11.3.2 

acuan indikatif Ike s ta ndar) 

acuan tcrhadap standar yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk 

memenuhi persyaratan relevan dari suatu rcgulasi tcknik adalah dengan 

memenuhi standar yang diacu 

CATATAN Acuan indikatif ke standar merupakan bentuk dari keharusan 

untuk memenuhi ketentuan . 

11.4 

standar wajib 

standar yang wajib diterapkan akibat berlakunya perundangwundangan 

umum atau adanya acuan eksklus if dalam regulasi. 

12 Penilaian kesesua ian 

Isti lah dan definisi yang terkait dengan penilaian kesesuaian diberikan 

pada ISO /lEC 17000. 

KEPALA BADAN STANDARDl SASI NASIONAL, 

t' 

BAM BANG SETIADI 
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11 .3 KekUatan acuan 

11.3. 1 
acuan eksklus if (ke sta n da r) 

acuan terhadap standar yang 
menyatakan bahwa satu-satunya jalan 

dari su a tu regulasi teknik adalah 
untuk memenuhi persyaratan relevan 

dengan memenuhi s tan da r yang diacu 

11.3.2 

acu an indika tif (ke stan da r) 

acuan terhada p standa r yang menyata kan bahwa salah satu cara untuk 

memenuhi persyaratan relevan dari 8u atu regulasi teknik adalah dengan 

memenuhi standar yang diacu 

CATATAN Acuan indika tif ke standa r merupa ka n bentuk dari keha rusan 

untuk memenuhi ketentuan. 

11.4 

standar wajib 

standa r yang wajib ditera pkan a kiba t berla kunya perundang-unda ngan 

umum atau adanya acu an eksklus if dalam regulasi. 

12 Penilaian kesesuaian 

Is tilah dan dcfinis i yang terkait dengan penilaian kesesuaian diberikan 

pada ISO / IEC 17000. 

KEPALA BADAN STANDARDISASI NASIONAL, 

ttd 

BAMBANG SETIADI 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Kepala Biro Hukum Organisasi dan Humas, 


